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ANALISIS AKAD IJARAH DALAM USAHA PENGGILINGAN PADI DI DESA JLEGONG: TINJAUAN EKONOMI SYARIAH BERDASARKAN KITAB FATHUL MU’IN
Imam Nurhidayat

Abstract
Economic activities in rural communities involve various forms of service transactions based on local customs, mutual trust, and agreements between parties. One such activity is rice milling, in which farmers utilize milling services to process harvested paddy into rice. In practice, payment for milling services may be made in cash, rice, or other forms of compensation. This condition raises issues concerning the validity and transparency of ijarah contracts, particularly regarding the clarity of services, wages (ujrah), rights and obligations, and mutual consent between the parties. This study aims to analyze the implementation of ijarah contracts in the rice milling business operated by Mr. Yanto in Jlegong Village, Karangkobar District, Banjarnegara Regency, and to examine its conformity with Islamic economic principles based on the Fathul Mu’in. The study employs an empirical approach using observation, interviews, and documentation. Primary data are obtained from the rice mill owner and farmers or customers, while secondary data are derived from Islamic jurisprudence literature and previous studies. The analysis focuses on the clarity of the contract, transparency of ujrah, mutual consent, service arrangements, and the rights of contracting parties. The study emphasizes that transparent and mutually agreed ijarah practices can promote fairness, certainty, and trust in rural economic activities.
Kata kunci: Ijarah, Rice Mills, Sharia Economics

A. PENDAHULUAN
Aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga mendorong terjadinya hubungan ekonomi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Hubungan tersebut dapat berbentuk jual beli, kerja sama, sewa-menyewa, maupun penggunaan jasa. Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya diarahkan untuk memperoleh keuntungan material, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan syariat, keadilan, kemaslahatan, kejujuran, dan kerelaan para pihak.
Islam memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas muamalah selama aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu prinsip fundamental dalam transaksi muamalah adalah adanya kerelaan dari pihak-pihak yang bertransaksi. Al-Qur'an menegaskan larangan mengambil harta orang lain dengan cara batil dan memperbolehkan perdagangan yang dilakukan atas dasar saling ridha. Prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam menilai berbagai bentuk transaksi ekonomi masyarakat.
Dalam kehidupan masyarakat pedesaan, aktivitas ekonomi sering kali berkembang berdasarkan kebutuhan dan kebiasaan lokal. Hubungan ekonomi tidak selalu diwujudkan dalam bentuk kontrak tertulis sebagaimana yang ditemukan dalam sektor formal. Kesepakatan sering kali dilakukan secara lisan dengan mengandalkan kepercayaan dan pengalaman yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kondisi tersebut dapat menjadi kekuatan sosial karena menciptakan hubungan ekonomi yang sederhana dan fleksibel, tetapi pada sisi lain juga dapat menimbulkan persoalan apabila terjadi ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Salah satu aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan yang menarik untuk dikaji adalah usaha penggilingan padi. Penggilingan padi memiliki posisi penting dalam mata rantai produksi pertanian karena menghubungkan hasil produksi petani dengan kebutuhan konsumsi masyarakat. Petani yang memiliki gabah tidak selalu mempunyai mesin penggilingan sendiri. Oleh sebab itu, mereka menggunakan jasa pemilik penggilingan untuk mengolah gabah menjadi beras.
Hubungan antara pemilik penggilingan dan petani pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai hubungan jasa. Pemilik penggilingan menyediakan mesin, tenaga, dan fasilitas untuk menghasilkan manfaat tertentu bagi petani. Sebagai kompensasi, petani memberikan ujrah atau upah sesuai dengan kesepakatan. Dalam fikih muamalah, pola hubungan tersebut mempunyai relevansi yang kuat dengan akad ijarah.
Dalam konteks penggilingan padi, objek ijarah dapat berupa manfaat mesin, tenaga operator, maupun keseluruhan jasa pengolahan gabah. Persoalan muncul ketika pembayaran jasa tidak hanya menggunakan uang, tetapi juga menggunakan beras atau bentuk kompensasi lainnya. Proposal penelitian ini secara khusus menempatkan sistem pengupahan menggunakan beras, uang, dan transportasi sebagai fenomena yang perlu ditinjau berdasarkan ketentuan ijarah dalam kitab Fathul Mu’in.
Fenomena tersebut ditemukan pada usaha penggilingan padi Bapak Yanto yang berlokasi di Desa Jlegong, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara. Proposal menyebut bahwa hubungan pengupahan antara pemilik penggilingan dengan petani berlangsung menggunakan sistem ijarah dan salah satu bentuk pembayarannya menggunakan beras. Praktik tersebut telah dikenal masyarakat sebagai kebiasaan yang berlangsung dalam kehidupan ekonomi lokal. Penelitian direncanakan berlangsung pada Mei 2025 dengan menggunakan data dari pemilik penggilingan dan masyarakat atau petani yang menjadi pelanggan.
Penggunaan kebiasaan masyarakat sebagai dasar transaksi pada dasarnya tidak secara otomatis menjadikan suatu transaksi bertentangan dengan syariah. Dalam fikih muamalah terdapat ruang bagi praktik kebiasaan ('urf) sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Namun, kebiasaan tetap perlu diuji berdasarkan rukun, syarat, dan prinsip akad. Dengan demikian, yang menjadi persoalan bukan semata-mata apakah transaksi dilakukan secara tradisional atau modern, tetapi apakah substansi transaksi tersebut memenuhi ketentuan syariah.
Kitab Fathul Mu’in dipilih sebagai salah satu dasar analisis karena memiliki posisi penting dalam tradisi fikih Syafi'iyah. Kitab tersebut disusun oleh Syekh Zainuddin al-Malibari dan banyak dipelajari dalam tradisi pesantren di Nusantara. Proposal menjelaskan bahwa Fathul Mu’in memberikan perhatian terhadap kejelasan objek, manfaat, imbalan, dan pihak yang melakukan akad dalam transaksi ijarah.
Kejelasan menjadi aspek penting karena akad ijarah pada hakikatnya merupakan akad pertukaran manfaat dengan imbalan. Jika manfaat yang diberikan tidak jelas, pekerjaan tidak jelas, atau ujrah tidak diketahui, maka salah satu pihak dapat berada dalam posisi yang dirugikan. Ketidakjelasan tersebut juga dapat menimbulkan gharar dalam transaksi.
Permasalahan tersebut semakin penting ketika objek transaksi adalah usaha penggilingan padi yang memiliki beberapa komponen sekaligus, yaitu gabah sebagai objek pekerjaan, mesin sebagai alat produksi, tenaga manusia sebagai pelaksana jasa, hasil beras sebagai output, dan kemungkinan munculnya hasil sampingan seperti dedak atau bekatul. Setiap komponen dapat menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang memiliki hak atas hasil tersebut dan apakah hak tersebut telah menjadi bagian dari kesepakatan awal.
Penelitian terdahulu yang dirangkum dalam proposal menunjukkan bahwa persoalan akad ijarah dalam penggilingan padi bukan hanya berkaitan dengan pembayaran upah, tetapi juga mengenai kepemilikan hasil sampingan. Penelitian Ahmad Fauzan (2024), misalnya, membahas ketidakjelasan kepemilikan bekatul dan dedak dalam proses penggilingan padi serta risiko ketidakseimbangan hak ekonomi antara pemilik padi dan pemilik penggilingan.
Penelitian Sopiosi Legenda (2023) juga menemukan persoalan berupa tidak adanya akad yang jelas, kurangnya transparansi mengenai upah, dan potensi tidak terpenuhinya rukun serta syarat ijarah pada penggilingan padi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan pembayaran secara langsung tanpa penjelasan akad yang memadai dapat menimbulkan persoalan dari perspektif fikih muamalah.
Namun demikian, penelitian mengenai praktik ijarah penggilingan padi di Desa Jlegong mempunyai karakteristik tersendiri. Fokus penelitian tidak hanya melihat hubungan jasa secara umum, tetapi juga diarahkan pada bentuk pengupahan menggunakan beras, uang, dan transportasi serta analisisnya berdasarkan bab ijarah dalam Fathul Mu’in. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi dalam mempertemukan fikih klasik dengan praktik ekonomi mikro masyarakat pedesaan.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua persoalan utama, yaitu bagaimana praktik ijarah dalam usaha penggilingan padi di Desa Jlegong dan bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap praktik tersebut berdasarkan kitab Fathul Mu’in.
B. PEMBAHASAN
Konsep Akad Ijarah dalam Fikih Muamalah
Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti imbalan atau kompensasi. Secara terminologis, ijarah merupakan akad untuk memperoleh manfaat suatu barang atau jasa dengan memberikan imbalan tertentu. Karakteristik utama ijarah adalah adanya pemindahan hak manfaat, bukan pemindahan kepemilikan barang.
Konsep tersebut memiliki relevansi langsung dengan usaha penggilingan padi. Petani tidak membeli mesin penggilingan dari pemilik usaha. Petani juga tidak memperoleh kepemilikan atas mesin tersebut. Yang diperoleh adalah manfaat berupa jasa pengolahan gabah. Sementara itu, pemilik penggilingan memperoleh imbalan atas manfaat mesin, tenaga, dan pelayanan yang diberikan.
Dalam fikih muamalah, rukun ijarah terdiri atas pihak yang memberikan manfaat atau mu'jir, pihak yang menerima manfaat atau musta'jir, objek manfaat atau ma'jur, ujrah atau imbalan, dan sighat berupa ijab dan kabul. Proposal penelitian juga menempatkan lima unsur tersebut sebagai komponen penting dalam menganalisis keabsahan ijarah.
Pada usaha penggilingan padi, mu'jir dapat dipahami sebagai pemilik usaha atau pihak yang menyediakan jasa penggilingan. Musta'jir adalah petani atau pelanggan yang menggunakan jasa tersebut. Ma'jur berupa manfaat jasa penggilingan, sedangkan ujrah merupakan imbalan yang diberikan pelanggan. Sighat adalah kesepakatan antara pemilik usaha dan pelanggan mengenai pekerjaan yang dilakukan dan imbalan yang diberikan.
Dengan demikian, suatu transaksi penggilingan padi dapat dianalisis menggunakan kerangka ijarah. Namun, klasifikasi tersebut tidak cukup hanya berdasarkan adanya pembayaran. Keabsahan transaksi tetap harus dilihat dari kejelasan manfaat, kejelasan pekerjaan, bentuk ujrah, waktu pelaksanaan, dan kerelaan kedua pihak.
Ijarah dalam Perspektif Fathul Mu’in
Fathul Mu’in merupakan salah satu kitab penting dalam tradisi fikih Syafi'iyah. Dalam konteks penelitian ini, kitab tersebut digunakan sebagai kerangka normatif untuk menilai apakah praktik ekonomi lokal telah memenuhi ketentuan akad ijarah.
Dalam penjelasan yang digunakan dalam proposal, ijarah dipahami sebagai akad yang memberikan hak guna atas barang atau jasa dengan imbalan tertentu tanpa memindahkan kepemilikan barang. Oleh karena itu, inti ijarah adalah manfaat yang diperoleh oleh pihak penerima jasa dan imbalan yang diterima oleh pihak pemberi jasa.
Konsekuensinya, objek ijarah harus jelas. Pada penggilingan padi, kejelasan objek dapat berupa kejelasan mengenai jenis jasa yang diberikan, apakah hanya penggunaan mesin, penggunaan mesin sekaligus tenaga operator, atau keseluruhan proses pengolahan gabah sampai menjadi beras.
Kejelasan juga harus mencakup ukuran atau cakupan pekerjaan. Misalnya, apabila tarif jasa ditentukan berdasarkan jumlah gabah, maka ukuran gabah harus dapat diketahui. Apabila pembayaran dilakukan menggunakan sebagian hasil beras, maka besaran bagian yang menjadi ujrah harus disepakati secara jelas.
Persoalan lain adalah waktu. Proposal penelitian menjadikan ketentuan waktu pelayanan sebagai salah satu indikator kesesuaian praktik ijarah. Waktu dapat berkaitan dengan kapan jasa dilakukan, berapa lama pekerjaan berlangsung, dan kapan pembayaran dilakukan.
Dalam praktik tradisional, kesepakatan lisan sebenarnya dapat menjadi sarana akad selama memenuhi unsur kesepakatan dan kejelasan. Akan tetapi, semakin kompleks transaksi yang dilakukan, semakin penting pula adanya dokumentasi. Dokumentasi tidak selalu harus berupa kontrak panjang, tetapi dapat berupa catatan sederhana mengenai jenis layanan, jumlah gabah, tarif, bentuk pembayaran, dan ketentuan hasil sampingan.
Praktik Ijarah pada Usaha Penggilingan Padi
Usaha penggilingan padi merupakan aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi petani. Petani dapat mengakses fasilitas produksi tanpa harus membeli dan memelihara mesin penggilingan sendiri. Dari perspektif ekonomi, sistem tersebut menciptakan efisiensi karena alat produksi dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak.
Dalam konteks Desa Jlegong, proposal menempatkan usaha penggilingan padi Bapak Yanto sebagai objek penelitian. Permasalahan yang menjadi perhatian adalah sistem pengupahan antara pemilik penggilingan dan petani. Salah satu bentuk pembayaran menggunakan beras dan masyarakat memandang praktik tersebut sebagai kebiasaan yang telah berlangsung.
Dari sudut pandang ijarah, penggunaan beras sebagai ujrah pada prinsipnya perlu dianalisis dari aspek kejelasan dan kesepakatan. Syariah tidak membatasi ujrah hanya dalam bentuk uang. Yang lebih penting adalah bahwa kompensasi tersebut diketahui, dapat ditentukan nilainya, dan disepakati para pihak.
Dengan demikian, persoalan utamanya bukan apakah upah dibayar dengan uang atau beras, melainkan apakah jumlah atau bagian beras yang digunakan sebagai upah telah diketahui sejak awal. Jika kedua pihak telah mengetahui dan menyepakati bahwa jasa penggilingan dibayar dengan jumlah tertentu dari hasil beras, maka unsur ujrah mempunyai tingkat kejelasan yang lebih baik.
Sebaliknya, apabila besaran beras yang menjadi upah tidak ditentukan atau baru ditentukan setelah pekerjaan selesai secara sepihak, maka terdapat potensi ketidakjelasan. Kondisi tersebut dapat memunculkan gharar karena salah satu pihak tidak mengetahui secara pasti kewajiban yang harus diberikan atau hak yang akan diterima.
Hal yang sama berlaku untuk pembayaran menggunakan uang. Tarif uang harus diketahui dan disepakati. Pemilik penggilingan seharusnya tidak menetapkan tambahan biaya secara sepihak setelah jasa selesai apabila tambahan tersebut tidak menjadi bagian dari kesepakatan awal.
Kejelasan Objek dan Manfaat Jasa
Kejelasan objek merupakan salah satu aspek utama dalam akad ijarah. Dalam usaha penggilingan padi, objek yang ditransaksikan bukan sekadar mesin, melainkan manfaat dari mesin dan jasa manusia yang mengoperasikannya.
Kejelasan tersebut dapat dijabarkan dalam beberapa pertanyaan. Pertama, apa saja layanan yang diberikan? Kedua, berapa banyak gabah yang akan digiling? Ketiga, apakah biaya mencakup transportasi? Keempat, apakah biaya mencakup tenaga operator? Kelima, bagaimana perlakuan terhadap hasil sampingan?
Pertanyaan tersebut penting karena semakin banyak komponen yang dimasukkan ke dalam transaksi, semakin besar kemungkinan terjadi perbedaan pemahaman antara pemilik usaha dan pelanggan.
Dalam kerangka Fathul Mu’in, manfaat yang menjadi objek akad harus dapat diketahui. Proposal penelitian secara khusus menyebut kejelasan objek dan layanan sebagai indikator untuk menilai kesesuaian praktik jasa penggilingan.
Karena itu, model penggilingan padi yang baik secara syariah seharusnya mempunyai struktur transaksi yang sederhana tetapi jelas. Misalnya: pelanggan membawa sejumlah gabah, pemilik penggilingan menyepakati jenis layanan, tarif ditentukan berdasarkan ukuran tertentu, dan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan.
Transparansi Ujrah
Ujrah merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam ijarah. Ujrah tidak boleh menjadi sesuatu yang samar. Pihak yang menggunakan jasa harus mengetahui berapa imbalan yang harus diberikan dan pihak yang memberikan jasa harus mengetahui kompensasi yang akan diterima.
Dalam usaha penggilingan padi, ujrah dapat berbentuk uang, beras, atau bentuk kompensasi lain yang dapat disepakati. Proposal penelitian menyebut bahwa penelitian diarahkan untuk membahas pengupahan yang menggunakan beras, uang, dan transportasi.
Apabila pembayaran menggunakan beras, maka perlu ditentukan ukuran atau persentase yang menjadi hak pemilik penggilingan. Misalnya, kesepakatan dapat menggunakan ukuran tertentu per satuan gabah atau hasil beras. Yang terpenting adalah tidak terdapat ketidakjelasan mengenai jumlah yang harus diberikan.
Apabila pembayaran menggunakan uang, tarif juga harus ditentukan. Transparansi harga tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membangun kepercayaan antara pelanggan dan pemilik usaha.
Jika transportasi menjadi bagian dari layanan, biaya transportasi juga perlu dijelaskan. Ketidakjelasan mengenai apakah transportasi termasuk dalam tarif jasa atau dibayar terpisah dapat menimbulkan perbedaan persepsi.
Oleh sebab itu, transparansi ujrah menjadi salah satu bentuk implementasi prinsip keadilan dalam ekonomi syariah. Proposal penelitian juga menjadikan transparansi dan kesepakatan ujrah sebagai indikator utama dalam menganalisis praktik ijarah penggilingan padi.
Model Ijarah Penggilingan Padi yang Sesuai Prinsip Syariah
Berdasarkan kerangka teori yang terdapat dalam proposal, praktik ijarah penggilingan padi dapat dikembangkan melalui lima prinsip utama. Pertama, kejelasan objek. Pemilik usaha dan petani harus mengetahui jenis jasa yang diberikan. Kedua, kejelasan ujrah. Tarif atau bentuk pembayaran harus disepakati sejak awal. Jika menggunakan beras, jumlahnya harus dapat diketahui. Jika menggunakan uang, tarif harus jelas. Ketiga, kerelaan. Kesepakatan harus dilakukan secara sukarela tanpa tekanan. Keempat, kejelasan waktu dan layanan. Pelaksanaan pekerjaan harus dapat dipahami oleh kedua pihak. Kelima, perlindungan hak dan kewajiban. Setiap pihak harus mendapatkan hak sesuai kesepakatan dan menjalankan kewajibannya.
Kelima prinsip tersebut sejalan dengan indikator analisis yang telah disusun dalam proposal, yaitu kejelasan objek dan layanan, transparansi ujrah, kerelaan, ketentuan waktu pelayanan, dan kesesuaian praktik dengan kaidah fikih ijarah.
Dengan menerapkan kelima prinsip tersebut, usaha penggilingan padi tidak harus meninggalkan tradisi lokal. Sebaliknya, tradisi dapat dipertahankan dengan memberikan penguatan pada aspek akad dan transparansi.

C. PENUTUP
Kesimpulan
Praktik usaha penggilingan padi di Desa Jlegong, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, mempunyai karakteristik yang relevan dengan konsep akad ijarah dalam fikih muamalah. Hubungan antara pemilik penggilingan dan petani pada dasarnya merupakan hubungan pertukaran manfaat jasa dengan imbalan. Petani memperoleh manfaat berupa jasa pengolahan gabah, sedangkan pemilik penggilingan memperoleh ujrah atas penggunaan mesin, tenaga, dan pelayanan yang diberikan.
Keunikan praktik yang menjadi objek penelitian terletak pada sistem pengupahan yang dapat menggunakan beras, uang, maupun bentuk kompensasi lainnya. Proposal penelitian secara khusus mengarahkan analisis pada sistem pembayaran tersebut dalam perspektif kitab Fathul Mu’in.
Berdasarkan perspektif fikih ijarah, bentuk pembayaran bukan satu-satunya ukuran kesesuaian syariah. Aspek yang lebih penting adalah kejelasan objek manfaat, kejelasan ujrah, kesepakatan para pihak, kerelaan, waktu pelayanan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Apabila seluruh unsur tersebut diketahui dan disepakati, praktik ijarah memiliki dasar yang lebih kuat untuk dinilai sesuai dengan prinsip syariah.
Sebaliknya, apabila terdapat ketidakjelasan mengenai besaran upah, hak atas hasil sampingan penggilingan, biaya transportasi, atau bentuk layanan yang diberikan, maka terdapat potensi gharar dan ketidakadilan. Oleh sebab itu, tradisi ekonomi masyarakat perlu tetap dihargai, tetapi harus disertai penguatan transparansi akad.
Perspektif Fathul Mu’in memberikan relevansi yang kuat untuk menganalisis praktik ekonomi masyarakat pedesaan. Prinsip kejelasan manfaat, kejelasan imbalan, kecakapan pihak yang melakukan akad, dan kerelaan dapat dijadikan instrumen untuk mengevaluasi praktik ijarah dalam usaha penggilingan padi.
Dengan demikian, pengembangan usaha penggilingan padi berbasis ekonomi syariah tidak harus mengubah keseluruhan sistem tradisional yang telah berkembang di masyarakat. Upaya yang lebih penting adalah memperjelas kesepakatan, mencatat tarif atau bentuk pembayaran, menjelaskan hak atas hasil sampingan, serta memastikan bahwa seluruh pihak mengetahui dan menyetujui ketentuan transaksi.
Saran
Pemilik usaha penggilingan padi disarankan membuat mekanisme akad yang lebih transparan. Kesepakatan dapat dilakukan secara sederhana melalui pencatatan mengenai jumlah gabah, jenis layanan, besaran ujrah, bentuk pembayaran, biaya transportasi, dan ketentuan mengenai hasil sampingan.
Petani atau pelanggan juga perlu memahami hak dan kewajibannya sebelum menyerahkan gabah kepada pemilik penggilingan. Pemahaman tersebut penting untuk mencegah kesalahpahaman dan memperkuat kerelaan dalam transaksi.
Bagi masyarakat, kebiasaan ekonomi lokal dapat terus dipertahankan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kebiasaan tersebut justru dapat menjadi bagian dari model ekonomi syariah berbasis masyarakat apabila dilengkapi dengan transparansi dan keadilan.
Bagi akademisi, penelitian mengenai ijarah dalam sektor ekonomi mikro pedesaan masih terbuka luas. Penelitian selanjutnya dapat memperdalam persoalan kepemilikan dedak dan bekatul, mekanisme penetapan tarif, perbandingan pembayaran menggunakan beras dan uang, serta pengaruh transparansi akad terhadap kepercayaan petani.
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